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Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Enrekang

Di tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan
Umum menjadi Undang-Undang;

2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang
Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang
Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;

4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang
Pengawasan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan
Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara
Lainnya Dalam Pemilihan Umum;

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2023 tentang
Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan

Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Umum;

B. Imbauan
Bahwa untuk mencegah terjadinya pelanggaran terkait pengadaan dan
pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan
Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan
Pemungutan Lainnya dalam Pemilu, maka Bawaslu Kabupaten Enrekang

mengimbau KPU Kabupaten Enrekang untuk:



1. Memastikan agar tidak terjadi kesalahan pelipatan Perlengkapan Pemungutan
Suara yang berakibat pada tidak sahnya suara Pemilih;

2. Memastikan agar proses penyortiran, pelipatan, dan pengepakan Perlengkapan
Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan
Pemungutan Suara Lainnya dilaksanakan dengan menerapkan ketepatan
jumlah, ketepatan jenis, bentuk, ukuran, dan spesifikasi, ketepatan kualitas,
ketepatan waktu, dan ketepatan tujuan sesuai dengan peraturan perundang-
undangan;

3. Memastikan agar proses pemusnahan Perlengkapan Pemungutan Suara
berupa surat suara dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan dalam hal pada saat proses penyortiran, pelipatan, dan pengepakan
terdapat Perlengkapan Pemungutan Suara berupa surat suara yang rusak
dan/atau kelebihan jumlah;

4. Memastikan pencetakan ulang dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan dalam hal pada saat proses penyortiran, pelipatan, dan
pengepakan terdapat kondisi kekurangan Perlengkapan Pemungutan Suara

berupa surat suara karena rusak.

Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan

terima kasih.

Ketua,

" Hamdan Hidayat, S.Pd.

Tembusan:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan;

2. Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Enrekang;
3. Arsip.
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